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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang terhadap institusi tertentu untuk memberikan kemudahan    

dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan. Pelayanan 

publik  merupakan sesuatu yang wajib untuk dilakukan, sebab pelayanan publik 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan pemerintah demi 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pelayanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif yang terkandung 

dalam peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam 

penilaian kinerja pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dikatakan baik jika 

mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang 

baik dan berkualitas dalam memenuhi kepuasan masyarakat, karena masyarakat 

dapat menilai langsung kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan 

masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan penyelenggara 

pemerintahan (Hayat, 2017) 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik 

memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan 
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pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu sebagai upaya dalam 

pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelayanan 

publik. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Selanjutnya dalam pelayanan publik terdiri dari 3 (tiga) jenis layanan yaitu: 

pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan 

administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi misalnya Sertifikat Kompetensi, Kartu Keluarga, Akte Pernikahan, Akte 

Kelahiran, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, dan Sertifikat 

Kepemilikan/Penguasaan Tanah. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang 

menghasilkan bentu/jenis barang yang digunakan publik misalnya Jaringan 

telepon, penyediaan tenaga listrik, dan air bersih. Pelayanan jasa, yaitu 

pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik 

misalnya penyelenggaraan pendidikan dan transportasi publik. 

Dalam pembangunan otonomi negara pelayanan publik merupakan bagian 

penting yang perlu di perhatikan, karena berkaitan langsung dengan 

kesejahteraan masyarakat dan juga sesuai dengan dasar reformasi di bidang 

pemerintahan. Tujuan utama dalam penyelenggara administrasi publik adalah 

memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Suatu pelayanan publik 

yang berkualitas bisa terlihat dari sumber daya yang mampu untuk mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas-tugas yang ditetapkan. Pelayanan publik merupakan 
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hak seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pelayanan memiliki hubungan erat 

dengan tanggung jawab pelayanan publik di tingkat pusat, daerah dan 

BUMN/BUMD. Kualitas pelayanan merupakan keharmonisan antara masyarakat 

sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai pengguna layanan. Baik 

atau buruknya kualitas pelayanan dilihat dari presepsi masyarakat atau 

pengguna layanan. 

Berdasarkan data survey penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh 

Ombudsman RI pada tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, terhadap beberapa instansi pemerintahan 

seperti: 

Tabel 1  
Lokus Penilaian Ombudsman 

NO. Zona Kepatuhan Unit Layanan Produk Layanan 

1. 25 Kementerian 541 941 

2. 14 Lembaga 524 87 

3. 34 Pemerintahan Provinsi 117 119 

4. 98 Pemerintahan Kota 640 191 

5. 415 Pemerintahan Kabupaten 2719 322 

Sumber : Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Tahun 2022 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan Ombudsman terhadap survey 

kepatuhan sesuai Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik. Jika 

dibandingkan dengan survey kepatuhan pada instansi pemerintahan tahun 2021 

dengan tahun 2022, terdapat perbedaan yang masuk pada zona hijau lebih 

banyak dibandinkan dengan tahun 2021. Hasil penilaian yang dapat kita lihat 

berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman: 
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Gambar 1  
Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2021 

 
Sumber : Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Tahun 2022 
 

Gambar 2  
Penilaian Kepatuhan Tahun 2022 

 
Sumber : Ringkasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Tahun 2022 

Berdasarkan perbandingan penilaian di atas dapat kita lihat bahwa hasil 

penilaian tahun 2022 oleh kementerian, kelembagaan dan pemerintah daerah 

lebih banyak masuk kedalam zona hijau dibandingkan tahun 2021. Hal ini dapat 

disebabkan karena pejabat kementrian, kelembagaan dan pemerintah daerah 

memiliki komitmen dan keinginan untuk berubah sehingga pelayanan publik di 
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setiap unit layanannya dilakukan peningkatan kualitas dengan memenuhi, 

memahami kualitas standar pelayanan dan menjalakan pengelolaan pengaduan 

dengan baik. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kualitas pelayanan publik di Indonesia dari tahun ketahun terus melakukan upaya 

perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Berdasarkan data laporan pengaduan masyarakat yang masuk terdapat 38 

(Tiga Puluh Delapan) Desa yang dilaporkan pada Ombudsman RI Perwakilan 

Sulawesi Selatan pada tahun 2022,  terkait dengan maladministrasi pelayanan 

publik dengan substansi pedesaan. Adapun 4 (Empat) jenis pengaduan 

masyarakat yang masuk pada kantor Ombudsman RI yaitu terkait penyimpangan 

prosedur, tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan permintaan 

imbalan (Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, 2022). 

Tabel 2  
Laporan Masyarakat  

Jenis maladministrasi Jumlah Laporan 

Penyimpangan Prosedur 21 Laporan 

Tidak Memberikan Pelayanan 15 Laporan 

Penundaan Berlarut 1 Laporan 

Permintaan Imbalan 1 Laporan 

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia 2022 

Berdasarkan Pra Penelitian yang penulis lakukan, ternyata dari 38 (Tiga 

Puluh Delapan) instansi pedesaan yang terlapor tidak ditemukan adanya 

pengaduan di Kantor Desa Je’netallasa. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian 
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besar masyarakat desa je’netallasa yang tidak memahami terkait pengaduan 

pelayanan. 

Pernyataan tersebut didukung oleh informasi yang penulis dapatkan dari 

salah satu masyarakat desa je’netallasa yang mengatakan bahwa ia tidak 

mengetahui bagaimana tata cara pengaduan layanan dan kepada siapa 

masyarakat mengadu, padahal pelayanan merupakan hal yang dasar dan paling 

penting karena berhubungan dengan masyarakat luas.  

Meskipun tidak terdapat laporan pada ombudsman mengenai Desa 

Je’netallasa, kenyataannya masih didapatkan keluhan masyarakat yang 

dibuktikan melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dimana 

masalah tersebut antara lain :  

1) Pegawai yang kurang kompoten 

Pegawai Desa Je’netallasa tidak selalu berada di kantor desa, 

sehingga hal tersebut menghambat proses layanan yang diberikan 

kepada masyarakat. 

2) Pelayanan lambat 

Pengunjung mengeluhkan bagian pelayanan yang lambat 

dikarenakan sumber daya manusia yang kurang cekatan dalam 

memberikan layanan sehingga memakan waktu yang lama. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah 

penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas utama 

yang dilakukan oleh pemerintahan desa adalah menciptakan kehidupan yang 

demokratik, dan memberikan layanan sosial yang baik, sehingga kehidupan 

masyarakat dapat sejahtera dan tentram. Berdasarkan peraturan desa belum 

mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga 
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saat ini berjumlah 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh 

satu) Desa di Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina 

Administrasi Kewilayahan pada tahun 2022. Dalam pelaksanaan peraturan desa 

yang berlaku sebelumnya tidak lagi diperbarui terutama mengenai status 

masyarakat adat, demokratisasi, keragaman, partisipasi masyarakat dan 

kemajuan serta  pemerataan pembangunan (Bender, 2016). 

Dalam menjalankan pelayanan publik pada desa masih banyak masalah atau 

kendala yang terjadi contohnya saja sarana dan prasarana yang belum 

memadai, disiplin perangkat desa masih rendah, SDM perangkat masih rendah, 

penyebaran informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat (Ombudsman 

RI Perwakilan Sulawesi Selatan, 2021). Untuk itu dari berbagai masalah ini 

proses pelayanan publik akan berjalan dengan tidak optimal, sehingga 

diperlukan adanya juga peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai 

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik.  

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik, salah 

satu desa yang berada pada Kabupaten Gowa Sulawes Selatan, yaitu Desa 

Je’netallasa harus juga meningkatkan kualitas pelayanan dengan membuat 

Standar Pelayanan pada masing-masing layanan yang disediakan, dimana dari 

hasil observasi pra penelitian, ditemukan bahwa belum ada Standar Pelayanan 

pada setiap jenis layanan yang disediakan sementara pada Desa Je’netelasa 

jumlah penduduknya mencapai 17.806 jiwa. 
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Tabel 3  
Jumlah Penduduk Desa Je'netallasa 

 Sumber : Desa Jenetallasa 

 Pada tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk perempuan pada 

desa Jenetallasa sebanyak 8.919 jiwa, sementara untuk laki-laki sebanyak 8.887 

jiwa dan total keseluruhan sebesar 17.806 jiwa. Dengan jumlah masyarakat yang 

banyak namun Kantor Desa Je’netallasa belum memiliki standar pelayanan, 

padahal standar pelayanan sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. 

Adapun jenis-jenis layanan yang tersedia pada Kantor Desa Je’netalasa 

yaitu sebagai berikut: 

a. Surat Keterangan Tempat Usaha; 

b. Surat Keterangan Domisili; 

c. Surat Keterangan Tidak Mampu; 

d. Surat Keterangan Pengantar Barang; 

e. Surat Keterangan Pengantar Ternak; 

f. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin Sekali; 

g. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua; 

h. Permohonan Izin Keramaian Pesta; 

i. Surat Pengantar SKCK; 

j. Surat Keterangan Ahli Waris; 

Dusun 
Jenis kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Cambaya 2463 2409 4.872 

Jenetallasa 2335 2368 4.703 

Tombolo 2462 2514 4.976 

Sanrangan 1627 1628 3.255 

JUMLAH  8.887 8.919 17.806 
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k. Surat Keterangan Bepergian; 

l. Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat; 

m. Surat Keterangan Beda Identitas; 

Dari beberapa layanan yang tersedia di Kantor Desa Je’netallasa maka 

peneliti memilih 4 (empat) jenis layanan yang akan di buatkan standar pelayanan 

yaitu: 

1. Surat Keterangan Tempat Usaha; 

2. Surat Keterangan Domisili; 

3. Surat Keterangan Tidak Mampu; 

4. Surat Keterangan Beda Identitas; 

Berdasarkan hasil pra penelitian tanggal 29 Maret 2023 peneliti melakukan 

wawancara dengan pegawai kantor Desa Je’netallasa dan berdasarkan 

dokumen yang di berikan oleh Kantor Desa Je’netallasa, layanan pada poin 1 

(satu) sampai 4 (empat) merupakan layanan yang paling sering di akses oleh 

masyarakat. Untuk itu penulis memilih ke 4 layanan diatas untuk dibuatkan 

Standar Pelayanan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih optimal.  

Peneliti mencatat beberapa hal penting untuk mendukung penelitian ini yaitu: 

1) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Kantor 

Desa Je’netallasa ditemukan bahwa jumlah Desa Je’netallasa belum 

sama sekali memiliki Standar Pelayanan, dan juga kurangnya jumlah 

pegawai di Kantor Desa, sehingga hal tersebut membuat saya ingin 

melakukan penelitian di Kantor Desa Je’netallasa, untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik.  
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2) Terkait Fasilitasnya pada Kantor Desa Je’netallasa sudah cukup 

memadai dan mendukung dalam proses pemberian layanan kepada 

masyarakat.   

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sebelumnya telah 

disajikan di atas, maka pokok pemasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana penyusunan standar pelayanan pada Desa Je’netallasa 

Kabupaten Gowa? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk menghasilkan suatu 

karya berupa standar pelayanan (SP): 

1. Surat Keterangan Usaha 

2. Surat Keterangan Domisili 

3. Surat Keterangan Tidak Mampu 

4. Surat Keterangan Beda Identitas 

Dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan, serta 

sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kantor Desa 

Je’netallasa Kabupaten Gowa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Selain memiliki tujuan yang hendak dicapai, setiap penelitian 

menawarkan manfaat yang akan diberikan baik kepada pembaca maupun 

kepada lokus penelitian itu sendiri. Adapun manfaat dari kegiatan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan peningkatan mutu layanan dan dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan atau 

perancangan standar pelayanan pada instansi pemerintah; 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian yang berupa standar pelayanan diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan 

kepatuhan pelayanan publik melalui peningkatan mutu layanan pada 

instansi pemerintah khususnya pada Desa Je’netallasa. Selain itu, hasil 

penelitian ini akan memberikan produk berupa standar pelayanan yang 

akan membantu Desa Je’netallasa Kabupaten Gowa dalam peningkatan 

kinerja pelayanan publik. 




